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RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK

KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BERAU,

bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perwujudannya
diperlukan Penataan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil dan dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi
Kependudukan di Kabupaten Berau ;

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur
pungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk Dan Akta Catatan Sipil ;

bahwa berdasarkan pertimbangkan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu diatur dengan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844) ;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4736) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 1991 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tingkat Il Berau Tahun 1993
Seri D Nomor 5) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN

BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN
SIPIL.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Berau.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Asas Otonomi dan
Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Berau.

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten

Berau yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan Pelayanan dalam
urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Perangkat
Pemerintah Kabupaten Berau yang bertanggung jawab dan berwenang
melaksanakan Retribusi Daerah.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan
dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta
pendayagunaan hasilnya untuk Pelayanan Publik dan Pembangunan sektor lain.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal
di Indonesia.

Biaya Administrasi adalah pemakaian biaya-biaya yang dikenakan untuk pelayanan
penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang
memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas
anggota keluarga.

10.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi

penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil yang berlaku wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.

12.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan.
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13.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi
Daerah.

14.Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan
Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

15.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.

16.Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan
penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam
melaksanakan pemungutan Retribusi.

17.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan.

18.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

19.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi
yang terutang.

21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB,
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

22.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.

23.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB I

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau.
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Pasal 3

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta Catatan Sipil
Sipil adalah pelayanan :

Kartu Tanda Penduduk ;

Kartu Keterangan Bertempat Tinggal ;
Kartu Identitas Kerja ;

Kartu Penduduk Sementara ;

Kartu ldentitas Penduduk Musiman ;
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Kartu Keluarga ; dan

Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta
Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi warga negara asing, dan
Akta Kematian.

Q

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.

BAB llI
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
digolongkan sebagai jenis Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen
catatan Sipil yang diterbitkan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

Prinsip penetapan struktur besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk Penduduk dan Pencatatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan
dan pengadministrasian.



